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Revisi UU NTB-NTT
Kepulauan Dan Daratan Beda Karakteristiknya

SENAYAN meminta revisi
Undang-Undang (UU) tentang
Provinsi Nusa Tenpgara Barat
(NTE) dan Nusa Tenggara Timur
(NTT) turut mengakomodasi
pengaturan khusus bagi provinsi
kepulauan. Karena, provinsi ke-
pulauan dan daratan beda karak-
Leristiknya.

Angpota Badan Legislasi
(Baleg) DPR Benny Kabur Har-
man mengatakan, karakteristik
geografis dan kebutuhan pem-
biangunan infrastruklumya tidak
dapat disamakan dengan provinsi
yang didominasi wilayah daratan,
Pengakuan terhadap karakleristik
kepulauan dalam undang-unding
mesti disertai konsekuensi ke-
Dijakan yang nyata.

"Polenst besar yang dimiliki
daerah kepulauan tidak akan
optimal apabila tidak ditkuti du-
kungan Pemnpus, terutama dalam
penyediaan sarana dan prasarana
serta kebijakan pendanaan yang
stsuai dengan kondist wilayah,"
ujar Benny di Jakarta, Jumat
(1311172026).

Sebelumnya, revisi UU lentang
Provinsi NTB dan NTT saat ini
tengah bergulir di DPR setelah
masuk ke dalam daftar Program
Legislasi Nasional (Prolegnas)

Prioritas 2026. Beleid baru ini

akan menggantikan UL Nomor
20 tahun 2022 tentang NTB dan
UUNomor 21 tahun 2022 tentang
NTT. UU ini nantinya secara
lepas mengakomodasi perlikuan
khusus bagi provinsi kepulauan,
lermasuk kebijakan Transfer ke
Daerah (TKD) dan koncktivitas
(ransportasi Laut yang (idak disa-
makan dengan wilayah daratan.

Tamenjelaskan, kebutuhan pro-
vinst kepulauan berbeda karena
masyarakatnya lersebar di pulay-
pulau dengan kondisi geografis
dan aksesibilitas yang beragam.
Keterbatasan sarana transportasi
dan infrastruktur dasar membual
pelayanan Pemerintah kepada
masyarakat di pulau-pulau keeil
membutuhkan dukungan lebih
busar.

Karena itu, lanjutnya, Pempus
ticdak bisa memperlakukan secara
samia provinsi-provinsi yang ada
di Indonesia i, terutama provinsi
kepulauan. "Provinsi kepulauan
membuluhkan sarana dan pra-
sarana yang berbeda dengan
provinsi-provinsi lain yang bukan
provinst kepulauan,” jelas politisi
Demokrat ini.

Benny mengingatkan, apa-
bila kebijakan Transfer ke Dae-
rah (TKD) diterapkan dengan

pendekatan yang sama, maka

Benny K Harman

provinsi kepulavan akan lerus
menghadapt keterbatasan dalm
mengejar keleringgalan pem-
bangunan. Padahal, dacrah terse-
but rmemiliki potensi yang dapat
dikembangkan untuk meningkat-
an kesejafiteraan masyarakal.
'Janganlah disamakan dana
TKD dengan provinsi yang bu-
kan kepulauan. Kami ingin itu
dinyatakan secara tegas di dalam
undang-undang ini,” legas ang-
gota Komisi 1T DPR ini.
Karena itu, ia meminta agar
perubahan undang-undang tidak
berhenti pada pencantuman kara-
kleristik wilayah, tetapi juga me-
ngatur bentuk dukungan Pempus
vang lebih sesuai dengan kebutu-

han provinst kepuliuan. Alirmasi
(penguatan) tersebut penting agar
pembangunan dan pelayanan pub-
lik dapat menjanghau masyarakat
secara lebih merata.

Ta menambahkan, usulan terse-
but tiak hanya relevan bagi NTT,
lelapi juga bagt provinsi-provinsi
lain yang memiliki karakieristik
kepulauan. Namun, perhalian
khnusus yang dimaksud bukm tun-
tutan unfuk memisahkan diri atay
memperoleh status otonomi khu-
st scperti Aceh dan Papua. "Tapi
dukungan pembangunan yang
proporsion] berdasarkan kondisi
geografis masing-masing daerah,"
tegas leaislator asal NTT ind.

Anggota Baleg DPR Umbu
Kabunang Rud; Yanto Hunga me-
niarmbahkan, fevisi beleid terschut
mampu mengakomodast karak-
feristik wilayah kepulauan. Ka-
remd kondisi geografis Provinsi
NTT dan NTB membutuhkan
pendekatan pembangunan yang
berbeda, terutama dalam mem-
perkuat konektivitas antarpulau
dan pemerataan pelayanan mas-
yarakal.

Tamenilai, karakleristik wilayah
NTT danINTE fidak dapat dilepas-
kan dar kondisi geografis yang
didominasi wilayah perairan,
Luas wilayahlaut yang lebih besar

tibanding daratan menjadi salah
satu fakta yang perlu diperhatikan
Pemerintah dalam merumuskan
kebijakan pembangunan dacrah,

‘Bagaimana undang-undang
ini memberi penguatan erhadap
pendekatan pelayanan, baik di
laut, agar semakin nyata dan
semakin masil menghubungkan
antarpulay,” ujar Umbu di Ja-
karta, Jumat (13/11/2026).

Dia menjelaskan, keterhubun-
pan antarpulau menjadi kebutu-
han penting bagi masyarakat di
wilayah kepulauan. Penguatan
(ransportasi dan pelayanan laut
dinilai dapat mempermudah mo-
bilisasi masyarakat sekaligus
memperlancar distribusi barang
dlan jasa. "Sehingga, jarak geogra-
fis vang selama mi memadi tan-
tangan pembangunan dapat diatast
melalui koncktivitas yang lebih
baik," harap politisi Golkar ini

Menurutnya, kemudahan mo-
bilisasi tersebut akan berdampak
terhadap aklivitas ckonomi
masyarakat. Ketika akses trans-
portast antarpulau semakin (er-
hubung, bizya distribusi dapat
ditekan, sehingga kegialan
perdagangan dan pembangunan
ckonomi dacrah memiliki pe-
luang untuk berkembang lebih
optimal. mTF
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